
54 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 
 

A. Buku 

 

A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, 

Bandung. 

 

Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta. 

 

Achmad Suarambo, dkk, 2010, Hak Guna Usaha dan Hak Asasi Manusia, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia Sawit Watch, Jakarta. 

Ade Ismayani, 2020, Metode Penbelitian, Penerbit Syiah Kuala University Press, Aceh. 

Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Penerbit Sinar 

Grafika, Jakarta. 

Adrian Sutedi, 2014, Sertifikat Hak Atas Tanah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 

 

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. 

 

Arba, H.M., 2015, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta. 

 

Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi 

Daerah, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. 

 

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Penerbit Djambatan, Jakarta 

 

Dyara Radhite Oryaza Fea, 2018, Panduan Megurus Tanah dan Perizinannya, Penerbit 

Legality, Yogyakarta. 

Effendi, Perangin, 1986, Hukum Agraria di Indonesia, Penerbit Rajawali Perss, Jakarta 

FX. Sumarja, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah, Penerbit Universitas Lampung, Bandar 

Lampung. 
 

I Gusti Nyoman Guntur, 2014, Modul MKK-3/3 SKS/ MODUL I-IX Pendaftaran Tanah, 

Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. 



55 

 

 

Miriam Budiarjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta 

 

Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Penerbit Universitas Lampung, Bandar 

Lampung. 

 

Prajudi Atmosudirjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, 

Jakarta 

 

Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung. 

Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. 

Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Penerbit Universitas Terbuka, 

Jakarta. 
 

Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Penerbit 

Rineka Cipta, Jakarta. 

 

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 

Jakarta. 

 

Sunarko, 2009, Budidaya dan Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan, PT. 

Agro Media Pustaka, Jakarta. 

 

Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

 

Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta. 

 
 

B. Jurnal 

 

Bayu Kharisma, dkk, 2018, “Aspek Hukum dan Ekonomi Dalam Penetapan Batas Luas 

Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Sawit Yang Selaras Dengan Asas 

Efiensi dan Berkeadilan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal 

MediaTrend Vol. 13, Nomor 1. 

 

Hamidah, Upik, 2014, “Aspek Negara Hukum Kesejateraan Dalam Politik Hukum 

Agraria Nasional.”, Monograf 1, No. 1. 

 

Meray Hendrik Mezak, 2006, “Pendaftaran Tanah Sebagai Tanah Administrasi 

Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemegang Hak-Hak Atas 

Tanah”, Fakultas Hukum UPH, Law Review, Vol. No.2. 



56 

 

 

Nae, F.E., 2013, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah 

Bersertifikat.” Lex Privatum 1, No.5. 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, 

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 

 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia 

Pemeriksa Tanah. 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. 

 
 

D. Internet 

 

Hukum Online, “Kamus Hukumonline”, https://www.hukumonline.com/kamus/hak-atas- 

tanah, dikunjungi pada tanggal 5 Juni 2022 jam 15.10. 
 

Wibowo T. Tunardy, “Hak Guna Bangunan”, https://www.jurnalhukum.com/hak-guna- 

bangunan/, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 20222, Jam. 15.37. 
 

Wibowo T. Tunardy, “Hak Milik”, https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/, dikunjungi 

pada tanggal 5 Juni 2022 Jam 17.55. 

https://www.hukumonline.com/kamus/hak-atas-tanah
https://www.hukumonline.com/kamus/hak-atas-tanah
https://www.jurnalhukum.com/hak-guna-bangunan/
https://www.jurnalhukum.com/hak-guna-bangunan/
https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/

